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Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SINTANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

.oa.

KABUPATEN SINTANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, sebagai upaya untuk melindungi informasi
publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas perlu adanya
pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian
terhadap informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap
orang;

bahwa berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama
dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, telah
dilakukan uji konsekuensi informasi publik pada tanggal 9 Juni
2020, dipandang perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi
yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sintang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang...



Memperhatikan

[a—

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Initormasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2016 Nomor 108);

S. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO

/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik
Pemerintah Kabupaten Sintang;

6. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang Nomor 188.45/77/DKPS-D tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik
(PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dalam
pengecualian pemberian pelayanan informasi kepada publik
mengingat sifatnya rahasia, ketat dan terbatas serta tidak boleh
diakses oleh publik.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2020 yang
tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : [¢Juni 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATA.N SIRIL KABUPATEN SINTANG +
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

Mi{ AUFIK, M.Si.
\ X \EEMB ZUTAMA MUDA
W.JJ. 13 198503 1 016

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
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